Menim

 PERU

KABUPATEN
]DEN'GA'N‘RAI-I_MA

| B‘UP'

bang a. bahwa sehul

\HAN RENCANA

12018, dan

- Perubahan

program danj
keadaan yan

' :ENTANG

, Rencana | ~Ketja

1 BOMBANA

‘ TUI-IAN YANG MAHA ESA

‘KERJA PEMERINTAH DAERAH
OMBANA TAHUN 2018

keadaan 'yang menyebabkan saldo

f,anggaran leb1h tahun anggaran sebelumnya harus
- digunakan untuk tahun 2018, perlu dilakukan
Rencana , Kexja Pemerintah Daerah
| Kabupaten Bopmbana Tahun 2018;
- b. bahwa sesuau ketentuan dalam pasal 343 ayat (1)
| Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang_r Tata Cara Perencanaan Pengendahan ,
dan Evalua<.1 Pembangunan Daerah, Tata Cara
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
| Renéana,Pémbangunan Jangka Panjang Daerah dan
- Rencana. Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
~ Jangka ‘Menengah Daerah dan Rencana Kerja
vPemermtah I)aerah menyatakan bahwa Perubahan
Pembangunan ' Daerah dapat
dllakukan ‘apablla ‘berdasarkan hasil
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan
- adanya kendak sesuaian dengan perkembangan,
 meliputi per]éemb‘angan yang tidak sesuai dengan
asumsi prioritas ‘pembangunan. Daerah, kerangka
1 ekonomi[DaPrah dan keuangan Daerah rencana
k keg1atan RKPD berkenaan, ‘dan /atau

evaluasi

g menyebabkan saldo anggaran lebih

tahun anggaran scbelumnya, harus‘ digunak
- untuk berjalan; - | ?

)ungan dengan adanya perkembangan ‘
yang tidak sesuai asumsi. pnontas pembangunan
~ daerah, kerangka ekonom1 Daerah dan keuangan

~ Daerah, renca ana program dan Kegiatan RKPD Tahun |

.



1 e bahwa berddsarkan dengan ketentuan Pasal 354

I (ayat 1) Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 86
~' Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan

‘ Pengendahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evalua31 Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang i
~ Daerah daJ.‘i’ Rencana Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan |

: Rencana Pembangunan Jangka Pan_]ang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah s

' idan Rencanal Ker_]a Pemenntah Daerah, menyatakan ‘
‘Rancangan | Akhir Perubahan Rencana Kerja

'kPembangunan Daerah dljadlkan sebagal bahan

tentang - Perubahan Rencana Ker_]a Pembangunan S

| | Daerah; | 5 | , ~
| d. bahwa berry‘ Qarkan perhmbangan sebagalmana :
dlmaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu e
" membentuk Peraturan Bupat1 Bombana tentang

i Perubahan Rencana Kerja Pemenntah Daerah

~ Kabupaten Bombana Tahun 2018 oy

~ Mengingat : jff,lﬁ'.“;';kUndang'-‘Und ing Nomor 28 Tahun 1999 tentang
| | | Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
- Korupsi, Kolum dan Nepotlsme (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
“Nomorl3y85,1);f : L :

2. :Uridang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
| Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

 Lembaran Ne gara Repubhk Indones1a Nomor 4286)

3‘.?Undang—Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang =
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten i
"Wakatobl dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
- Sulawesi Te nggara (Lembaran Negara Republik
- Indonesia ,’Iahun 2003 Nomor 144, Tambahan

LembaranNc gara Repubhk Indones1a Nomor 4339)

| 4. Undang-iUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang;
PemerikSaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab, ;
- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
: ‘»Lembaraane gara Repubhk Indones1a Nomor 4400)

'Sk.vj‘UndangiUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

~ Sistem Perencanaan' Pembangunan Nasional {
- (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 |
- Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repubh ‘
Indone31a Nomor 43 10) v

: Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah
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| 10.Peraturan P
tentang Tats
= Pelaksanaan

12.Peraturan ‘Pe
‘Tahapan, Tat
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lerpbaran Negara Repubhk ‘Indonesia
| Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara»

- Republik Indonesm Nomsl 48 Y7t o

| 13.Peraturan §:
| | tentang Per

~ Republik

' 'Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesj

~ Nomor 5887); L I

Perimbangan |

~dan Daerah
Tahun 2004

"~ Tahun 2005
- Indonesia T

Lembaran Ne

>. ‘Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang G

Per an| Keuangan antara Pemerintah Pusat

(Lembaran Negara Republik Indonesia .

: Nomor 126, Tambahan Lembaran i
Negara Réput»hk Indonema Nomor 4438), Ll e e

ﬁUndang-Unchng Nomor 17 Tahun 2007 tentang e
- Rencana Pembangunan Jangka PanJang Nasional
- 2025 (Lembaran Negara Republik
ahun 2007 Nomor 33, Tambahan

vara Repubhk Indones1a Nomor 47 OO)

. Undang Undcmg Nomor 23 Tahun 20 14 tentang e
~ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhku ) ,
:'Indonesm T‘ihun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana|

dengan Unc

telah diubah beberapa kali terakhir

ang-Undang Nomor 9 Tahun 20157';"" o

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang L

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Tahun 2015 ;omor 58, Tambahan Lembaran Negara

11 Peraturan P
~ tentang Ta
| "Pembanguna

- Indonesia ,Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
~ Lembaran Negara Repubhk Indonesua Nomor 4664)

| ’;_Repubhk Ind )

: i
{

,nesm Nomor 5679),

: emenntah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Peng
| Negara Reput

~ ,Tambahan‘ L
; ’Nomorg45y7_8),?i

selolaan Keuangan Daerah (Lembara
blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
,embaran Negara Repubhk Indones1a‘

i

emenntah Nomor 39 Tahun 2006 :

, Cara Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Pembangunan ~

emenntah Nomor 40 Tahun 2006
1ta _Cara Penyusunan - Rencana
n Nas1ona1 (Lembaran Negara ‘Republik

a Cara Penyusunan, Pengendalian dan

emerlntah Nomor 18 Tahun 2016

Indonesia I‘ahun 2016 Nomor 114,

mermtah Nombr & Tahun 2008 tentang

angkat Daerah (Lembaran Negara S
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e
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Tahun 2017; |

12017-2022; |

Daerah (Benta Negara
un 2017 Nomor 1312), :

:nten Dalam Negen Nomor 32 Tahun

es1den Nomor 2 Tahun 2015 tentang
lbangunan Jangka Menengah Nasional
(Lembaran Negara Repubhk :

1un 2015 Nomor 3), o ‘ =

=nter1 Dalam Negerl Nomor 18 Tahun
Pedoman Penyusun, Pengendallan e
Rencana Kerja Pembangunan Daerah

aerah Kabupaten Bombana Nomor 3

1tentang Pembentukan dan ‘Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, Saan

j i

nterl Dalam Negerl Nomor 80 Tahun

almana telah diubah dengan Peraturan A

r 13 Tahun 2006 tentang Pedoman ek

ra Repubhk Indonesm Tahun 201 5 S
Nomor 2036)’35; 5 ’ | |

1 Pembangunan Daerah, Tata Cara '
bangunan Jangka Panjang Daerah dan e
1bangunan Jangka Menengah Daerah,

engah Daerah dan Rencana Kerja |
Republik

20 17 tentang Penyusunan .~ Rencana Kerja
Pemermtah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara
)nesw. Tahun 20 17 Nomor 718);

aerah Kabupaten Bombana Nomor 6
tentang Rencana Pembangunan Jangka
ahTahun 2005 2025 ‘

aerah Kabupaten Bombana Nomor 2;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
)aerah Kabupaten Bombana Tah7
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23 Peraturan Dclerah Kabupaten Bombana Nomor 1
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 5
Belanja  Dag rah Kabupaten ‘ Bombana Tahun .
Anggaran 2013,_ o o [y

4. Peraturan Bupatl Nomor 14 Tahun 20 17 tentang,
vRencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaJmana

D).

)

Anggaran 20 ‘?8, i

. Menetapkan | |t PERATIAIm . BUPATI BOMBANA TENTANG
, "~ | | PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

4 ;ANGGARAN 2018.

 BABI
KETENTUAN UMUM
: Pasal 1 '

4_ fffDalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan
- L Daerah adalah Kabupaten Bombana ,

2. Pemerlntah Daerah adalah , Bupatl ‘ dan o
‘ Perangkat Daerah sebaga1 unsur penyelenggara’; :

& ;pememntah d1 daerah LT
g ‘Déwar Perwakllan Rakyat : Daerah yang

: Kabup aten Bombana

4. Bupatjadalah Bupati Bombana. |y

{
[

.~ DAERAH | KABUPATEN "BOMBANA TAHUN

| _;Selanjutnya dlsmgkat DPRD adalah DPRD B



28

'.yangd

10

DPRD -
‘ pemenntahan Yang menJadl ' kewenangan,: e
Da,erah.;; : . w e T

‘ 'Pefaitur o
'dis’ingkat Perkada ada.lah Peraturan Gubernur e

Sl masa

5 Daérah
~adalah|

Rencan

i Daerah
' dokum

adalah

dan , PCI

g Perangkat Daerah yang selan_]utnya d1sebut - .
Perangkat Daerah selanJutnya dlsmgkat OopPD
unsur pembantu Kepala Daerah dan

dalam penyelenggaraan ~ urusan L

an Kepala Daerah yang selanjutnyaf .

aturan Bupat1 / Wallkota

publik

urusén L
« kcwenangannya

Peféhc‘maan | Pembangunan daerah adalah

suatu

Rencéna Pembangunan Jangka Meneng‘ah'f{ T i
yang selanjutnya disingkat RPJMD 2

periode

Pembangunan Daerah adalah usaha yang\ |
. sistematika - untuk pemanfaatan sumberdaya S
1m111k1 Daerah untuk pemngkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat =
Vkesempatan ker_]a, . lapangan 2 ‘usaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan S
dan daya samg daerah sesua1 dengan
pemenntah yang ' menjadl s

proses untuk menentukan kebljakanf :

dokumen perencanaan daerah untuk

berakhnrnya Jabatan Kepala Daerah

| a Pembangunan Tahunan Daerah yang |
it selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerlntah 5 .
yang selanJutnya dlsmgkat RKPD adalah;

an Rencana Kerja Pemenntah Daerah‘f; ST
; f"elanjutnya disingkat Perubahan-RKPD ,
dokumen perubahan ker;a pemenntahx P
pada penode tahun anggaran beljalan/ E

depan, i melalm urutan pilihan, yang
~me11ba1kan unsur pemangku kepentingan, guna i
,pcmanfaatan dan pengalokas1an sumber daya
o yang ada dalam Jangka waktu tertentu d1 e
E.Daérahé._ o o .

5 (lima) tahun sejak dilantik samPali" ; '

; en perencanaan pembangunan daerah*'j
untuk penode 1 (satu) tahun ' e




12 Kebgakén Umum Perubahan Anggaran
~ Pendaps tan dan BelanJa ‘Daerah yang
(s selan_]urnya d1s1ngkat KUPA adalah ‘dokumen e
- yang Eemuat kebljakan perubahan b1dang i
- pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
T perubalhan asumsi yang mendasannya untuk-
e période}l (satu) tahun : :

13 Péfﬁbahan Prlontas dan Plafon Anggaran “

 Sementara  yang selanjutnya disingkat =
5 Pei_'uba.han PPAS adalah perubahan ‘program |

prib’ritas dan batas ‘maksimal ~anggaran yang

dlbenkan Perangkat Daerah untuk setiap

; program sebaga1 ‘acuan dalam penyusunani?
e Perubahan Rencana Kexja dan Anggaran '

[ 14 Réhcana Kcrja dan Anggaran Perangkat Daerah -
i yang selanjutnya dlsebut Rencana Kexja" :
' Anggaran Satuan Kezja Perangkat Daerah yang

ﬂselanjuftn dlsmgkat RKA-SKPD  adalah i

e dokumen perencanaan dan penganggaran yang
e 'ber131 rencana pendapatan rencana belanja
: : program‘f dan keglatan Orgamsam Perangkat
Daerahhserta rencana pemb1ayaan sebagal dasar
penyusunan APBD. :
L 15, Anggaran dan Pendapatan Belan_]a Daerah yang
~ selanju tnya dlsmgkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemenntah daerah yang o
4 ‘,dit:etapkan dengan peraturan daerah. |

5 (1) ‘~P¢'1jfubahan RKPD Tahun 2018 dlsusun dengan,‘ -
- maksud sebaga1 | ' b |
fa.:_'dascu" penetapan Perubahan Renca.na KerJak
= “Perangkat Daerah dan  ; ‘ - E
‘lx)"_f.f“fpédoman penyusunan KUPA dan Perubahan

@ 'KUPA dan Perubahan PPAS sebagalmanaf £

; dim'akc.ud pada ayat (1) huruf b, disampaikan :

s Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk
S dlbahaé  sebagai landasan penyusunan i
ranca ] cran perubahan APBD e

B Pemb \an RKPD Tahun 2018 sebagalmana |
: ; dimaksud pada ayat (1) dlsusun dengan tujuan‘




'menyelaraskan  antara perencanaan dan

~ penyeler nggaraan Perubahan APBD Tahun .
Anggaran2018. §

1 Perfﬁbahan Rencana Ker]a Pemermtah Daerah-
~ Tahun 2018 merupakan penJabaran dari RPJMD
~dan ‘:}:dinkumen perencanaan lalnnya sebaga1
ricanaan program dan keglatan ~yang

! dengan landasan adanya]

pembangunan Daerah kerangka’ o

: ekonoml Daerah dan keuangan Daerah rencana

program keglatan RKPD berkenaan, dan |
keadaaan yang menyebabkan saldo anggaran,

L leblhf tahun ‘ anggaran sebelumnya harus L

' 'digunakan untuk tahun bexjalan

@ P'erubahan‘ RKPD Tahun 2018 cbagainana

= dlmaksud pada ayat (1) mehputl perubahan:
e a.v,;kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 b. target sasaran pembangunan daerah;
S :.;':fipno ritas pembangunan daerah;
df,':ffpén.nnbahan dan/ atau e penguranganf

"'fprogriram dan keglatan perangkat daerah; dan e

e -_target kmezja penyelenggaraan pemenntah i
T rdaerhh; 2 G s

(3) - Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagalmanaf :‘} i

 yang dlmaksud pada ayat (1) tercantum dalam o
lamplrctn yang merupakan baglan yang tldak e
¢ terplsa kan dan Peraturan Bupat1 ini. ket

Pasal4

© Perubshan | RKPD Tahun 2018 scbagaimana
_ dimaksud dalam pasal 3 adalah dOkumen’ |
. perencanaani ‘daerah untuk perlode 1 (Satu) tahun |

' sejak chteta; 4kan sampa1 dengan tanggal 31 Desember: e

1"2018 e N




|l Peraturan
e d1undangkc n

G Agar setla;

o pengundan
e Af:}penempataJ
| Bombana.

[T PARAF K0
{NO | DIT/SATUAN |

SBRDIASL |

o Pasa15 e
Bupat1 1n1 mu1a1 berlaku pada tanggal e
‘n.;‘ ;, o TR P ¥ i =Y

) orang mengetahumya memermtahkan{r”f  '
gan Peraturan Bupat1 ini dengan‘f,.} ~ }
1nya dalam Benta Daerah Kabupatenf’;ﬁ Sl

q D1tetapkan d1 Rumbla T
. pada tanggal 5 -:e‘?rauee(?, 2018
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